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Tentang

JANJI (WA'D) DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DAN
BISNIS SYARIAH

Menimbang

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia setelah

Mengingat

a. bahwa janji (wa'd) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan
bisnis yang bersifat tunggal, pararel dan/atau dalam transaksi yang
multi akad (al- 'uqud al-murakkabahy;

b. bahwa fuqaha berbeda pendapat (ikhtilaj) tentang hukum
menunaikan janji (al-wafa' bi-al-wa'd) sehingga kurang menjamin
kepastian hukum;

c. bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan
kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai
landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (al-wafa'
bi-al-wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah
NasionaI- Mejelis Ulama Indonesia, memandang perlu menetapkan
fatwa tentang janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis
syariah untuk dijadikan pedoman.

1. Firman Allah SWT

a. Q.S. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang berimanl Tunaikanlah akad-akad itu ... "

b. Q.S. al-Isra' [17] :34 :

" ... Dan tunaikahlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban ... "
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c. Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

VII ,;:.,, ~°'\1illI ;:'L~.l... sr i?) c:::- u-~...
" ...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba .... "

d. Q.S. al-Baqarah [2]: 278:
QoJ. 0 .." , J."': _ (:Ii J'$.-;0. ~.• ~!:("01 lJ~ll.-; , -/ ~ 10"~,~I I "~I 1~'I .-;°lll \-:;~llJ~y r- ~ir ~ ~ ~J '-' ~ ~ l.J:!, ~-

"Hai orang yang berimanl Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. "

e. Q.S. al-Nisa' [4] : 29:
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"

"Hai orang yang beriman!Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. ... "

f Q.S. al-Baqarah [2]: 283:
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" ...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ... ''.

g. Q.S. al-Nisa' [4]: 58:
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"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu
menetapkan hukum dengan adil .... "

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat

Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:
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"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahaya-
kan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas
bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan
bahaya (perbuatan yang merugikannya). " (HR. Ibnu Majah dari
Ubadah bin Shamit dalam Sunan-nya, kitab: Ahkam, bab: man
bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad
dari Ibnu Abbas, dan HR Malik dari Yahya).

b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, kitab:
Ahkam, bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim in kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram. "

c. Hadits Riwayat Imam Bukhari:
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Dari Abi Hurairah ra dari Nabi Saw, beliau bersabda: Ciri-ciri
munafik ada tiga: 1. jika berbicara, ia bohong; 2. jika dipercaya,
ia khianat, dan 3. Jika berjanji, ia ingkar (Shahih al-Bukhari,
Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz III, hlm, 1010).

d. Hadits Riwayat Imam Thabrani:
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Dari Abdullah Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi Saw bersabda:
Janji adalah utang" (al-Mu 'jam al-Ausath, Abu al-Qasim
Sulaiman Thn Ahmad al-Thabrani, Kairo: Dar al-Haramain, 1415
H.,juz IV, hlm, 23).

3. Kaidah fikih:

o~~\) .(~\ J:>. j;1S j~ 01 \rl i>-~~i~~~i ~ ~\ll
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"Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk mu 'amalat) boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (al-
Asybah wa al-Nazha 'irfi Qawa 'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah,
Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut:
Dar al-Kitab al-tArabi. 1987, hlm. 133).

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum
Allah. "

~ ,r\ ~ ~ U\ ~)t."r 0ot:~ ~Ol~\ /~ ~\// ~ ~'i ) .Vi)) 'J ) ~ ~ Jr4"/ 'J""-" .w
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"Janji dengan bentuk bersyarat bersifat mengikat" (Durar al-
Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub aI-
'Ilmiyah. 1991, juz I, hlm. 77, pasal 83; Syarh al-Qawa'id al-
Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa,
Damaskus: Dar al-Qalam, 1989. Wm: 425; dan Mausu'ah al-
Qawa'id al-Fiqhiyyah, 'Athiyah Adlan 'Athiyah Ramdhan,
Iskandariyah: Dar al-Iman, 2007, hlm. 101).
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Memperhatikan
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"(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila
syaratnya telah terpenuhi" (Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah,
Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar
al-Qalam. 1989. hlm. 419).
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"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus
mempertimbangkan mashlahat. " (al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala
Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man, Zain al-Abidin Ibnu Ibrahim
Ibn Nujaim, Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa Syirkah. 1968, hlm.
123; dan al-Asybah wa al-Nazha 'irfi Qawa 'id wa Furu' Fiqh al-
Syafi'iyyah, Jalal aI-Din 'Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-
Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-' Arabi. 1987, hlm. 233).

a. Pendapat Ulama yang menetapkan bahwa menunaikan janji tidak
wajib secara hukum, yaitu pendapat Imam Muhammad al-Sarkhasi
(ulama Hanafiah), Ibn Abidin (ulama Hanafiah), Syekh 'Ilyas, Ibn
Rusyd (ulama Malikiah), Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, Ibn
'Allan (ulama Syafiiah), Ibn Hajar (ulama Syafi'iah), Imam al-
Bahuti;

b. Pendapat Ulama yang menetapkan bahwa menunaikan janji adalah
wajib secara hukum, yaitu pendapat Imam Sa'id Ibn Umar, Samrah
Ibn Jundub, Ibn Syubrumah Hanabilah), dan Imam Ibn Hazm
(ulama Zhahiriah), Ibn al-Syath al-Maliki (Qasim Ibn Abd Allah),
Muhammad Abd Allah Ibn aI-'Arabi, Imam Ishaq Ibn Rahawaih,
Imam Muhammad al-Ghazali, dan Imam Abu Bakr al-Razi al-
Jashash;
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c. Pendapat Ularna Maliki yang menetapkan bahwa hukurn
rnenunaikan janji adalah wajib secara hukurn apabila janji dikaitkan
dengan sesuatu hal (syarat) dan pihak yang diberi janji telah rnulai
rnelakukan hal yang dipersyaratkan tersebut;

d. Kesirnpulan dan Rekornendasi Working Group Perbankan Syariah
(Bank Indonesia/Bl, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ularna
IndonesiaJDSN-MUI, dan Ikatan Akuntan IndonesialIAI), tanggal 20
Desember 2012;

e. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis
Ularna Indonesia pada hari Jurnat, tanggal21 Desernber 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

Pertama Ketentuan Umum

1. Janji (wa'd) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu
pihak untuk rnelakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan
sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (mau 'ud) di rnasa yang akan
datang;

2. Wa 'id adalah orang atau pihak yang rnenyatakan janji (berjanji);

3. Mau 'ud adalah pihak yang diberijanji oleh wa 'id;

4. Mau 'ud bih adalah sesuatu yang dijanjikan oleh wa'id (isi wa'd);
dan

5. Mulzim adalah rnengikat; dalarn arti bahwa wa'id wajib
rnenunaikan janjinya (rnelaksanakan mau 'ud bih), serta boleh
dipaksa oleh mau 'ud dan/atau pihak otoritas untuk rnenunaikan
janjmya,

Kedua Ketentuan Hukum
Janji (wa'd) dalarn transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah
mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'id dengan mengikuti
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalarn Fatwa ini.

Ketiga Ketentuan Khusus terkait Pihak yang Berjanji (Wa'id)

1. Wa 'id hams cakap hukurn (ahliyyat al-wujub wa al-ada ');

2. Dalarn hal janji dilakukan oleh pihak yang belurn cakap hukurn,
rnaka efektivitaslkeberlakukan janji terse but bergantung pada izin
wali/pengarnpunya; dan

3. Wa'id hams rnerniliki kernarnpuan dan kewenangan untuk
rnewujudkan mau 'ud bih.
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Keempat Ketentuan Khusus terkait Pelaksanaan Wa'd

1. Wa 'd harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;

2. Wa'd harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi
atau dilaksanakan mau 'ud (wa 'd bersyarat);

3. Mau 'ud bih tidak bertentangan dengan syariah;

4. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan
syariah; dan

5. Mau 'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana
dimaksud angka 2.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keenam

Ditetapkan di
Tanggal

: Jakarta
: 07 Shafar 1434 H.
21 Desember 2012 M.

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUD
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